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Pengantar Redaksi 
 

Kebahagian tersendiri karena Jurnal Lex Certa Vol. 5 No. 1 (2019) dapat terbit 

tepat waktu. Edisi kali ini, kami sajikan delapan artikel yang dicuplik dari hasil 

penelitian. Delapan artikel itu: Tulisan  Pertama, Intan Maharani P. dan Warih A. 

berjudul “Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana” 

Tulisan ini merupakan kajian Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Jo. Penetapan 

Nomor 98/Pid. Prap/ 2016/PN.Jkt.Sel; Tulisan  Kedua karya Rinawati P. S. bersama 

Anton S. berjudul “Tinjauan Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’; Tulisan  Ketiga berjudul “Analisis Hukum 

Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah” 

karya bersama Olivia F. R. Y.  dengan Ratih W. Tulisan ini merupakan kajian atas 

penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015. Tulisan  Keempat karya Andrie V.  bersama Warih 

A. berjudul “Penerapan Unsur Menerima Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang 

Narkotika Dihubungkan Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Saksi” merupakan 

kajian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672K/Pid.SUS/2012. Tulisan Kelima 

berjudul “Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap 

Terdakwa Tindak Pidana Narkotika” karya bersama Ryan Jent dan Afrianto Sagita.  

Artikel ini merupakan Studi Putusan pada perkara Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017. 

Tulisan  Keenam karya M. Yusup Anwar dengan Ratih W. berjudul “Kajian Hukum 

Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K/898/I/A/1975 Ditinjau 

Dari Perspektif Negara Hukum Pancasila Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 

Tulisan Ketujuh berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dalam Perkara 

Pidana” yang merupakan merupakan Studi Putusan Nomor 684K/Pid.Sus/2009. Artikel 

ditulis oleh Yenny Rosa bersama Warih Anjari”; dan terakhir tulisan Kedelapan berjudul 

Analisis Putusan Perkara Nomor 29/G/2012/PTUN.JKT Yang Didasarkan Atas 

Daluwarsa karya bersama Aditya Sandy dan Tuti Widyaningrum.  

Akhirul kata redaksi mengucapkan selama menikmati, mudah-mudahan dapat 

member penyegaran sekaligus pencerahan. Terima kasih. 
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